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OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL


Nomor 	: 	SEK-KU.03.05-	6 November 2015
Hal	: 	Langkah – langkah menghadapi akhir tahun 
  		Dan Kegiatan sesuai Ketersediaan Dana.

Yth.
1. Kepala Perwakilan Ombudsman RI
2. Penanggung Jawab Kegiatan Bidang Pencegahan
3. Penanggung Jawab Kegiatan Bidang Penanganan Laporan
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perwakilan

Dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran tahun 2015 dan menjamin kelancaran proses pembayaran tagihan kepada negara, menghadapi akhir tahun anggaran 2015, dengan pedoman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-24/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan pengaturan administrasi keuangan sebagai berikut:
1. Batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar untuk penggantian uang persediaan (SPM-GUP). Ombudsman RI harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal                 7 Desember 2015.  Seluruh Perwakilan Ombudsman RI agar mempertanggujawabkan (SPJ) atau revolving untuk penggantian uang persediaan Perwakilan yang terakhir untuk tahun anggaran 2015 pada tanggal 28 November 2015.
2. Pertanggujawaban (SPJ) atas penggunaan dana revolving terakhir  (GU-Nihil) paling lambat per tanggal 28 Desember 2015 dan sisa Dana yang tidak dapat dipergunakan lagi  pada tanggal  28 Desember  2015, akan  ditarik  oleh  Bendahara  Pengeluaran Ombudsman  RI untuk disetorkan  ke Kas Negara  pada  tanggal  30  Desember  2015 atau Perwakilan Ombudsman RI menyetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Aplikasi Simphony.
3. Pembayaran atas kegiatan substansi dan operasional perkantoran yang dilakukan pada akhir tahun 2015, agar segera mempertanggujawabkan  (SPJ) paling lambat tanggal           8 Januari 2016 sebagai GUP-Nihil kepada KPPN dan tidak dapat dibebankan pada tahun anggaran 2016, kecuali untuk pernbayaran Listrik, Telepon, Air, Internet  (LTGA).
4. Batas Akhir Pengajuan Pendaftaran Kontrak ke KPPN Jakarta VII yang Data Kontraknya ditandatangani sampai dengan tanggal 4 Desember 2015 adalah pada tanggal 7 Desember 2015 dan batas akhir perubahan kontrak adalah pada tanggal 11 Desember 2015. 
5. Data Kontrak yang ditandatangani setelah tanggal 4 Desember 2015 dapat ditagihkan secara Non Kontraktual dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).




6. Batas Akhir Pengajuan SPM ke KPPN Jakarta VII :
	No
	Jenis SPM
	Batas Akhir Pengajuan SPM

	1. 
	SPM LS Kontraktual dimana Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) ditandatangani sampai dengan tgl 30 September 2015
	30 Oktober 2015

	2. 
	SPM LS Kontraktual dimana Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) ditandatangani tgl 01 s.d 31 Oktober 2015) 
	27 Nopember 2015

	3. 
	SPM LS Kontraktual dimana Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) ditandatangani tgl 01 s.d 30 Nopember 2015) 
	16 Desember 2015

	4. 
	SPM LS Kontraktual dimana Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) ditandatangani 1 sd 31 Desember 2015, Termasuk SPM LS atas Data Kontrak Tahun Tunggal yg ditandatangani setelah tanggal 4 Desember 2015 yg ditagihkan secara Nonkontraktual 
	23 Desember 2015

	5. 
	SPM LS Honorarium/ Tunjangan/ Vakasi bulan Desember 2015 dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
	11 Desember 2015

	6. 
	SPM LS Non Kontratual  
	16 Desember 2015

	7. 
	Perbaikan SPM dan/ atau Data Kontrak 
dan/ atau Data Supplier atas SPM yg 
ditolak KPPN 
	29 Desember 2015

	8. 
	SPM – PTUP/ SPM- GUP Nihil 
	8 Januari 2016


 
7. Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Bulan Desember 2015 dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme UP/ TUP. Dalam hal pembayaran Uang Makan dilakukan dengan Mekanisme LS ketentuan atas pembayaran Uang Makan, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.
8. Perwakilan Ombudsman RI agar segera menyesuaikan kegiatannya berdasarkan ketersediaan anggaran serta mempertimbangkan kebutuhan Operasional Kantor sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2016, mengingat Uang Persediaan  (UP) pertama untuk kegiatan Perwakilan Ombudsman RI Tahun Anggaran 2016 baru dapat direalisasikan pada mingga ketiga bulan Januari 2016.  
9. Agar Perwakilan segera mengirimkan Rekening Koran posisi tanggal 28 Desember 2015 kepada Kepala Bagian Keuangan Ombudsman RI sebagai lampiran dalam penyusunan Laporan Keuangan Un-Audited Tahun 2015.
10. Bagi Perwakilan yang Sewa Kantornya berakhir pada tanggal 31 Desember 2014  (23 Perwakilan), proses administrasi kontrak untuk sewa kantor tahun 2015 akan dilakukan sejak pertengahan bulan November 2015. Untuk itu Biro Umum akan segera melakukan Inventarisasi kebutuhan perpanjangan Sewa atau Kontrak baru.
11. [bookmark: _GoBack]Untuk  menghindari kesalahan/ kekeliruan,  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu (BPP)  dapat  menghubungi  Pelugas/Pengelola  Keuangan di  Bagian Keuangan  Ombudsman RI baik melalui surat, e-mail maupun media sosial.





Dernikian  karni  sampaikan dan  atas  kerja  sama yang baik, kami  ucapkan  terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,




A. ANIMAHARSI, Ak. M.Acc
NIP. 19590729198012201


Tembusan Yth. :
1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia
2. Para Ombudsman
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